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Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh penduduk. Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Malang
mencapai 67,71%. Berdasarkan data dari seluruh kecamatan di Kota Malang, Kecamatan Klojen yang memiliki jumlah penduduk
terendah justru memiliki cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tertinggi (sebesar 9,05%). Sehingga, Kecamatan Klojen dapat
dijadikan sebagai kecamatan percontohan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di seluruh kecamatan Kota
Malang. Kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan kesehatan dan akses pelayanan
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan kesehatan, akses pelayanan kesehatan, dan kepesertaan BPJS
Kesehatan, serta mengetahui hubungan antara kebutuhan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dengan kepesertaan BPJS
Kesehatan di Kecamatan Klojen Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei analitik dengan rancangan
cross sectional. Populasi penelitian meliputi seluruh Peserta Non PBI Mandiri BPJS Kesehatan dengan jumlah sampel sebesar 99
responden. Analisis data penelitian menggunakan analisis univariat dengan analisis deskriptif statistik, analisis bivariat dengan uji
korelasi Cramer’s V dan uji regresi logistik sederhana, serta analisis multivariat dengan uji regresi logistik berganda. Hasil penelitian
dan kesimpulan menunjukkan bahwa sebesar 61,6% responden memiliki kebutuhan kesehatan yang tinggi, sebesar 77,8%
responden memiliki akses pelayanan kesehatan yang mudah, sebesar 92,9% responden memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan
secara aktif, terdapat hubungan yang signifikan antara kebutuhan kesehatan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan (p=0,000),
terdapat hubu- ngan yang signifikan antara akses pelayanan kesehatan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan (p=0,000), dan terdapat
hubungan yang signifikan antara kebutuhan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan secara
bersama-sama (X2 hitung simultan=34,569).

Abstract

The membership of BPJS Kesehatan is mandatory for all residents. The coverage of BPJS Keseh bership in Malang City
reaches 67,71%. Based on data from all districts in Malang City, Klojen District was the lowest population but it was the highest
coverage of BPJS Kesehatan membership (peak on 9,05%). Thus, Klojen District can be used as a pilot district project to increase the
coverage of BPJS Keseh bership in all Malang City districts. BPJS Kesehatan member- ship influenced by several factors, for
example the health needs and access to health services. This research aims to describe health needs, access to health services, and
membership of BPJS Kesehatan, as well as to determine the correlation between the health needs and access to health services with BPJS
Kesehatan membership in Klojen District Malang City. The research method used an analytic survey method with a cross sectional
design. The research population were all membership of Non PBI Mandiri BPJS Kesehatan with a sample size 99 respondents. Analysis
of re- search data used univariate analysis with statistic descriptive analysis, bivariate ana- lysis with Cramer's V correlation test and
simple logistic regression test, and multi- variate analysis with multiple logistic regression test. The research results and con- clusions
shown that 61,6% respondents had a high health needs, 77,8% respondents agreed that access to health services was easy, 92,9%
respondents said a member- ship of BPJS Keschatan were actively, there was a significant correlation between health needs with

bership of BPJS Keseh (©=0,000), there was a significant correlation between access to health services with membership of
BPJS Kesehatan (p=0,000), and there was a significant correlation between health needs and access to health services with
membership of BPJS Kesehatan that was together (X2 simultaneous count = 34,569).
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PENDAHULUAN

Hak akan tingkat hidup yang memadai
untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan
keluarga merupakan hak asasi manusia yang
dapat dikembangkan melalui jaminan sosial
berupa program jaminan kesehatan bagi seluruh
penduduk yang diselenggarakan  melalui
mekanisme asuransi kesehatan sosial
(Kemenkes RI, 2015: 8). Jaminan sosial adalah
salah satu bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU RI
40 Tahun 2004).

memiliki 5 (lima) jenis program, yaitu: 1)

Nomor Jaminan sosial
jaminan kesehatan, 2) jaminan kecelakaan kerja,
3) jaminan hari tua, 4) jaminan pensiun, dan 5)
jaminan kematian.

Jaminan kesehatan merupakan
kebutuhan dasar kesehatan utama yang sangat
diperlukan oleh seluruh penduduk (Bappenas,
2015:3). Jaminan kesehatan adalah jaminan
berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh pemerintah. Pada tanggal 1 Januari
2014, program Ja minan Kesehatan Nasional
(JKN) secara resmi diimplementasikan untuk
memberi kan jaminan kesehatan (Bappenas,
2015: 9).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan
sosial (UU RI Nomor 24 Tahun 2011). BPJS
bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan
dasar hidup yang layak bagi setiap peserta
dan/atau anggota keluarganya. BPJS memiliki
2 (dua) ruang lingkup, yaitu BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan
merupakan badan yang berfungsi untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
Kepesertaan masyarakat dalam program JKIN
BPJS Kesehatan didefinisikan sebagai hasil dari
bentuk adanya perubahan perilaku masyarakat
terhadap kesehatan (Widhiastuti, 2015:11).

Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi
seluruh penduduk (Bappenas, 2015: 14).
Kepesertaan BPJS Kesehatan terdiri atas 2 (dua)
jenis, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran
(PBI) yang terdiri dari fakir miskin dan orang
tidak mampu; dan Peserta Bukan Penerima
Bantuan Iuran (Non PBI) yang terdiri dari
Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota
keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) dan anggota keluarganya, serta Bukan
Pekerja (BP) dan anggota keluarganya (BPJS
Kesehatan, 2015). Peserta Non PBI Mandiri
BPJS Kesehatan merupakan peserta yang terdiri
dari peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) dan Bukan (BP)
(Prawisudawati, 2014:2).

Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di
Indonesia per Desember 2016 mencapai 66,46%
(Kemenkes RI, 2017: 345). Namun, Indonesia
perlu meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS
Kesehatan mencapai 100% pada tahun 2019
(Bappenas, 2015:26). Sebagai salah satu provinsi
di Indonesia, Provinsi Jawa Timur memiliki
jumlah penduduk terbesar ke-2 (BPS Jawa
2017:1) cakupan
kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 59,12%
(Kemenkes RI, 2017:345). Namun, Provinsi
Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan
penduduk Non Peserta BPJS Kesehatan yang

Pekerja

Timur, yang memiliki

menempati peringkat ke-10 dari seluruh provinsi
di Indonesia (Bappenas, 2015:29). Sebagai kota
terbesar ke-2 di Provinsi Jawa Timur, Kota
Malang memiliki cakupan kepesertaan BPJS
Kesehatan mencapai 67,71% (Dinkes Kota
Malang, 2017:36). Berdasarkan data
seluruh kecamatan di Kota Malang, Kecamatan

dari

Klojen memiliki jumlah penduduk yang
terendah di Kota Malang (BPS Kota Malang,
2017:35), justru memiliki cakupan kepesertaan
BPJS Kesehatan yang tertinggi di Kota Malang
yakni mencapai 9,05% pada kepesertaan Non
PBI Mandiri BPJS Kesehatan.

Secara teoritis, model perilaku kesehatan
menurut Andersen & Newman terdiri atas 3
(tiga) faktor (Andersen & Newman, 1973:14): 1)
predisposing  factors meliputi aspek demografi
(umur, jenis kelamin, status perkawinan,
penyakit yang diderita masa lalu), struktur sosial
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(pendidikan, pekerjaan, jumlah keluarga, ras,
etnik, agama, tempat tinggal, mobilitas), dan
kepercayaan (nilai sehat sakit, sikap terhadap
pelayanan kesehatan, pengetahuan tentang
penyakit); 2) enabling factors meliputi aspek
(pendapatan,
sumber daya, akses terhadap sumber daya) dan
komunitas (rasio tenaga kesehatan dan fasilitas

keluarga asuransi  kesehatan,

kesehatan,
karakteristik
perkotaan pedesaan); dan 3) need factors meliputi
persepsi kebutuhan (perceived need) dan evaluasi
kebutuhan (evaluated need).
Menurut hasil penelitian Ariska, dkk.
(2016:1) menyatakan bahwa faktor yang
menjadi masyarakat

kesehatan, biaya pelayanan

karakteristik wilayah negara,

demand  (permintaan)
terhadap kepesertaan pada Jaminan Kesehatan
Nasional adalah jumlah anggota keluarga,
pendidikan, pengetahuan, pekerjaan,
pendapatan, akses pelayanan kesehatan, dan
kebutuhan kesehatan. Sedangkan, menurut hasil
penelitian Susilo (2015:1), faktor-faktor yang

berhubungan dengan  kepesertaan  BPJS
Kesehatan secara mandiri adalah tingkat
pengetahuan, pendidikan, pendapatan, dan

akses pelayanan kesehatan. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa kebutuhan kesehatan dan
akses pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi
kepesertaan BPJS Kesehatan. Faktor kebutuhan
merupakan prediktor terkuat dalam perubahan
perilaku  kesehatan (Manurung, 2008:80).
Kesadaran dari dalam diri seseorang untuk
berasuransi kesehatan dipengaruhi oleh faktor
kebutuhan (Sakinah, dkk., 2014: 244). Faktor
kebutuhan merupakan kondisi kesehatan
seseorang secara keseluruhan, seperti adanya
penyakit kronis dan gejala penyakit yang
dirasakan oleh seseorang (Li, 2016:3). Faktor
kebutuhan terdiri atas 2 (dua) aspek, yaitu
persepsi kebutuhan (perceived need) dan evaluasi
kebutuhan (evaluated need) (Andersen, 1995:2).
Persepsi kebutuhan atau penilaian individu
(perceived) merupakan penilaian seseorang
terhadap kondisi kesehatan yang sangat
dirasakan, besarnya terhadap
penyakit, dan hebatnya rasa sakit yang diderita
(Ilyas, 2006:37). Persepsi kebutuhan (perceived
need) memiliki 8 indikator menurut Broadbent,

ketakutan

dkk. (2006:633) dan Arat, dkk. (2016:2): 1)
consequences, 2) timeline, 3) personal control, 4)
treatment control, 5) identity, 6) concern, 7)
understanding, dan 8) emotional response. Evaluasi
kebutuhan atau penilaian klinik (evaluated)
merupakan penilaian klinis terhadap tingkat
penyakit seseorang melalui diagnosa tenaga
medis (Ilyas, 2006:37). Evaluasi kebutuhan
(evaluated need) memiliki 3 indikator, yaitu: 1)
penilaian klinis terhadap tingkat penyakit, 2)
penentuan diagnosis penyakit oleh dokter, dan
3) adanya hasil pemeriksaan kesehatan (Ilyas,
2006:37).

Akses pelayanan kesehatan merupakan
prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan

program Jaminan Kesehatan Nasional di

Indonesia, yaitu dalam hal perluasan
masyarakat untuk menjadi peserta BPJS
Kesehatan (Laksono, dkk., 2016:5). Akses

pelayanan kesehatan juga dapat mempengaruhi

cakupan kepemilikan jaminan kesehatan
(Laksono, dkk., 2016:18). Akses pelayanan
kesehatan memiliki 2 (dua) sisi, yaitu sisi

penawaran (supply side) dan sisi permintaan
(demand side) (UNICEF, 2014:22). Menurut
dkk. (2013:5), terdapat 5 (lima)
kemampuan masyarakat dari sisi

Levesque,
dimensi
permintaan (demand side): 1) kemampuan

menerima, 2) kemampuan mencari, 3)
kemampuan mencapai, 4) kemampuan
membayar, dan 5) kemampuan ikut serta.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan
di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan
Klojen dengan jumlah penduduk yang terendah
justru memiliki cakupan kepesertaan BPJS
Kesehatan yang tertinggi di Kota Malang
karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Sehingga, Kecamatan Klojen dapat dijadikan
untuk
BPJS
Kesehatan di seluruh kecamatan Kota Malang.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti faktor-

sebagai  kecamatan  percontohan

meningkatkan cakupan kepesertaan

faktor yang berhubungan dengan kepesertaan
BPJS Kesehatan di Kecamatan Klojen Kota
Malang terutama faktor kebutuhan kesehatan
dan akses pelayanan kesehatan. Sehingga,
melakukan

peneliti akan penelitian

mengenai“Hubungan Kebutuhan Kesehatan
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dan Akses
Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan di Kecamatan Klojen
Kota Malang”.

Pelayanan Kesehatan dengan

METODE

Metode penelitian yang digunakan
adalah metode survei analitik dengan rancangan
cross sectional yang bersifat kuantitatif. Variabel
yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari

variabel bebas (independent variable) yang
meliputi kebutuhan kesehatan dan akses
pelayanan kesehatan dan variabel terikat

(dependent variable) yaitu kepesertaan Badan
(BPJS)
Kesehatan yang dikorelasikan baik secara satu
per satu maupun secara bersama-sama. Proses

Penyelenggara  Jaminan  Sosial

pengambilan data penelitian dilaksanakan
selama 2 (dua) minggu pada bulan Februari
2018 yakni pada tanggal 05-16 Februari 2018 di
wilayah kerja Kecamatan Klojen, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh Peserta Non PBI Mandiri
BPJS Kesehatan di Kecamatan Klojen Kota
Malang dengan jumlah 9.968 peserta. Sampel
penelitian adalah kepala keluarga, ibu rumah
tangga, dan/atau anak dengan usia minimal 21
tahun yang memiliki penghasilan sendiri; telah
menjadi Peserta Non PBI Mandiri BPJS
Kesehatan di Kecamatan Klojen Kota Malang
serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.
Jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 99
responden yang diambil dengan menggunakan
teknik purposive sampling. Instrumen penelitian
menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup,
berisi tentang identitas responden dan
pemaparan dari variabel-variabel penelitian, dan
melalui proses uji validitas dan uji reliabilitas
instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data
penelitian  dilakukan melalui penyebaran
penelitian  kepada  responden
penelitian. Analisis data pada penelitian ini

kuesioner

terdiri atas 3 analisis, yaitu: 1) analisis univariat
dengan analisis deskriptif statistik, 2) analisis
bivariat dengan uji korelasi Cramer’s V dan uji
regresi logistik biner sederhana, dan 3) analisis
multivariat dengan uji regresi logistik biner

berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Klojen merupakan salah satu
kecamatan di Kota Malang yang memiliki 11
kelurahan, yaitu Kelurahan Bareng, Kelurahan
Gading Kasri, Kelurahan Kasin, Kelurahan
Kauman, Kelurahan Kidul Dalem, Kelurahan
Klojen, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kelurahan
Penanggungan, Kelurahan Rampal Celaket,
Kelurahan Samaan, dan Kelurahan Sukoharjo.
Karakteristik Responden Penelitian

Responden penelitian
karakteristik tertentu berdasarkan
responden yang diperoleh dari hasil penelitian,

memiliki
identitas

yaitu: jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir,
dan jenis pekerjaan.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis
kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah o

n %o
Laki-laki 35 35,4
Perempuan 64 64,6
Total 99 100

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 1
dapat diketahui bahwa mayoritas responden
penelitian memiliki jenis kelamin perempuan,
yaitu sebesar 64,6%.
mayoritas responden penelitian yang ditemui di
Kecamatan Klojen Kota Malang adalah ibu
rumah tangga.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Hal ini dikarenakan

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat
dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel
3. dapat diketahui bahwa mayoritas responden
penelitian memiliki pendidikan terakhir pada
jenjang SMA, yaitu sebesar 53,5%.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis
Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan jenis
pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan

Usia

. Jumlah
Usia N %,
21-30 18 18,2
31-40 9 9,1
41-50 23 23,2
51-60 25 25,3
61-70 15 15,2
71-80 6 6,1
81-90 2 2,0
91-100 1 1,0
Total 99 100,0

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan
Pendidikan Terakhir

.. . Jumlah
Pendidikan Terakhir N %
Tidak Sekolah 3 3,0
SD 15 15,2
SMP 13 13,1
SMA 53 53,5
D2 1 1,0
D3 3 3,0
S1 11 11,1
Total 99 100,0

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3
dapat diketahui bahwa mayoritas responden
penelitian memiliki pendidikan terakhir pada
jenjang SMA, yaitu sebesar 53,5%.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis
Pekerjaan
Karakteristik responden berdasarkan
pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.

jenis

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan
Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan Jumlah

n %
Wiraswasta 41 41,4
Swasta 28 28,3
Ibu Rumah Tangga 23 23,2
Mahasiswa 3 3,0
Tidak Bekerja 4 4,0
Total 99 100,0

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4
dapat diketahui bahwa mayoritas responden
penelitian memiliki pekerjaan wiraswasta, yaitu
sebesar 41,4%.

Deskripsi Kebutuhan Kesehatan

Faktor kebutuhan (need factors) terdiri
dari 2 (dua) sub variabel, yaitu: persepsi
kebutuhan (perceived need) dan evaluasi
kebutuhan (evaluated need). Sub variabel
persepsi kebutuhan terhadap kesehatan diukur
yaitu: 1)
konsekuensi, 2) lamanya penyakit 3) kontrol
individu, 4) kontrol penyakit, 5) gejala penyakit,

dengan 8 (delapan) indikator,

6) kecemasan, 7) pemahaman, dan 8) respon
emosional. Hasil penelitian berdasarkan sub
variabel persepsi kebutuhan dapat dilihat pada
Tabel 5.

Berdasarkan hasil penelitian yang
ditunjukkan pada Tabel 5 dapat diketahui
bahwa sebesar 95,0% responden menyatakan
kontrol penyakit yang dilakukan dengan
pengobatan kesehatan menggunakan BPJS
Kesehatan dapat menyembuhkan penyakit yang
diderita nya. Namun, sebesar 33,3% responden
menyatakan tidak merasakan kecemasan
terhadap penyakit yang dideritanya.

Sub variabel evaluasi kebutuhan terhadap
kesehatan diukur dengan 3 (tiga) indikator,
yaitu: 1) penilaian klinis terhadap tingkat
penyakit, 2) penentuan diagnosis penyakit oleh
dokter, dan 3) adanya hasil pemeriksaan
kesehatan. Hasil penelitian berdasarkan sub
variabel evaluasi kebutuhan dapat dilihat pada
Tabel 6.

Berdasarkan hasil penelitian yang
ditunjukkan pada Tabel 6 dapat diketahui
bahwa sebesar 98,0% responden menyatakan
selalu mendapatkan diagnosis penyakit dari
dokter mengenai penyakit yang dideritanya.
Namun, sebesar 15,2% responden menyatakan
tidak pernah melakukan penilaian klinis
terhadap tingkat penyakit yang berupa tindakan
pemeriksaan kondisi penyakit ke dokter untuk

mengetahui  keparahan  penyakit  yang
dideritanya.
Kebutuhan  kesehatan  dikategorikan

menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:tinggi, sedang,

dan rendah, yang dapat dilihat pada Tabel 7.
Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 7

dapat diketahui bahwa dari 99 responden,

sebesar 61,6% responden memiliki kebutuhan

kesehatan yang tinggi.

Deskripsi Akses Pelayanan Kesehatan
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Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Indikator Sub Variabel Persepsi Kebutuhan

Tanggapan Responden

Indikator SS S

SS+S

TS STS TS+STS Total

f % f % f

% £ % f % f % N %

Konsekuensi
berupa kondisi
penyakit yang
mempengaruhi
kehidupan sehari-
hari

Lamanya
penyakit berupa
keberlangsungan
penyakit

dalam jangka
waktu tertentu
Kontrol individu
berupa
pengendalian
penyakit

Kontrol penyakit
berupa
pengobatan
kesehatan dengan
BPJS Kesehatan
dapat
menyembuhkan
penyakit 59
Gejala  penyakit
yang tidak dapat
dirasakan oleh
individu 7
Kecemasan yang
dirasakan
terhadap penyakit
yang

diderita
Pemahaman
terhadap penyakit
yang diderita
Respon emosional
berupa kondisi
penyakit yang
tidak dapat
mempengaruhi
emosi individual 15

49 495 46 46 85

27 273 44 44 71

33 34,3 46 47 80

59,6 35 35 94

71 5 51 12

20 20,2 46 47 66

37 374 41 41 78

152 16 16 31

86

72

81 14

67

79

31 59 596 9

12 121 2 2 14 14,1 99 100

17 17,2 11 11,1 28,3 199

141 5 51 19 19.2 100

51 0 O 5 51 99 100

12 51 51,5 36,4 87,9 100

22 222 11 11,1 33 33,3 100

14 141 7 7,1 21 21,2 100

9,1 68 68,7 99 100

Akses pelayanan kesehatan memiliki 2 (dua)
sisi, yaitu sisi penawaran (supply side) dan sisi
permintaan (demand side). Akses pelayanan
kesehatan dari sisi permintaan (demand side) atau
dimensi kemampuan masyarakat yang terdiri
dari 5 (lima) dimensi dan diwujudkan dalam sub
variabel yaitu:

penelitian, 1) kemampuan

menerima, 2) kemampuan mencari, 3)

kemampuan mencapai, 4) kemampuan
membayar, dan 5) kemampuan ikut serta. Hasil
penelitian berdasarkan indikator setiap sub
variabel akses pelayanan kesehatan dapat dilihat

pada Tabel 8.

Berdasarkan hasil penelitian yang
ditunjukkan pada Tabel 8 dapat diketahui
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Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Indikator Sub Variabel Persepsi Kebutuhan

Tanggapan Responden

Indikator SS S

SS+S

TS STS TS+STS Total

f % f % f

% £ % f % f % N %

klinis
tingkat

Penilaian
terhadap
penyakit berupa
tidak pernah
melakukan 6
Pemeriksaan kondisi
penyakit ke dokter
untuk  mengetahui
keparahan penyakit
yang diderita
Adanya
pemeriksaan
kesehatan
selalu diperoleh

61 9 91 15

56 56,6 41 41 97
hasil

yang
55 55,6 41 41 96

15 41 414 43 434 84 848 99 100

100

97 3 3 0 0 3 3 99 100

bahwa  sebesar 99,0%  responden
menyatakan perlu menjadi peserta BPJS
Kesehatan untuk memperoleh pelayanan

kesehatan dari BPJS Kesehatan sesuai dengan
sebesar
menyatakan tidak

keluarga untuk

kebutuhan kesehatannya. Namun,
13,1% responden

mendapatkan dukungan
menjadi  peserta BPJS  Kesehatan
menggunakan pelayanan kesehatan dari BPJS
Akses  pelayanan

dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

dan
Kesehatan. kesehatan

mudah, cukup mudah, dan sulit, yang dapat
dilihat pada Tabel 9.

Tabel 7. Distribusi Responden Berdasarkan
Kategori Kebutuhan Kesehatan

Kategori Jumlah Total

F % N %
Tinggi 61 61,6 99 100,0
Sedang 31 31,3 99 100,0
Rendah 7 7,1 99 100,0

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 9
dapat diketahui bahwa dari 99 responden,
sebesar 77,8% responden memiliki akses
pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan yang
mudah.

Deskripsi Kepesertaan BPJS Kesehatan

Kepesertaan BPJS Kesehatan memiliki 5
(lima) sub variabel, vyaitu: 1) keputusan
kepesertaan, 2) pendaftaran kepesertaan, 3)
kartu identitas

kepemilikan peserta, 4)

pembayaran iuran sesuai dengan kelas premi,

dan 5) pembayaran iuran secara berkala. Hasil
penelitian berdasarkan indikator setiap sub
variabel kepesertaan BPJS Kesehatan dapat
dilihat pada Tabel 10.

Berdasarkan hasil penelitian yang
ditunjukkan pada Tabel 10 dapat diketahui
bahwa sebesar 98,0% responden memiliki kartu
identitas peserta BPJS Kesehatan sebagai bukti
kepesertaan BPJS Kesehatan. Hasil penelitian
juga menunjukkan bahwa 98,0%
responden menyatakan melakukan pembayaran

sebesar

iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan kelas
Namun, sebesar 14,1% responden
menyatakan jarang membayar iuran premi
BPJS Kesehatan secara berkala.
Kepesertaan BPJS Kesehatan dikategorikan
menjadi (2) dua kategori yaitu: aktif dan pasif,
yang dapat dilihat pada Tabel 11.

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel
11 dapat diketahui bahwa dari 99 responden,
sebesar 92,9% responden memiliki kepesertaan
Non PBI Mandiri BPJS Kesehatan secara aktif.
Hubungan Kebutuhan Kesehatan dengan
Kepesertaan BPJS Kesehatan

Hubungan antara kebutuhan kesehatan

premi.

dengan kepesertaan BPJS Kesehatan diuji
menggunakan uji korelasi Cramer’s V untuk
menguji  hubungan, mengukur kekuatan
hubungan, dan mengetahui arah hubungan,
serta uji regresi logistik biner sederhana untuk
memodelkan hubungan dan memprediksi
BPJS Kesehatan

variabel  kepesertaan
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Tabel 8. Distribusi Responden Berdasarkan Indikator Setiap Sub Variabel Akses Pelayanan

Kesehatan

Tanggapan Responden
Indikator SS S SS+S TS STS TS+STS Total

f % f % f % f % f % f % N %
Seorang perlu
menjadi peserta
BPJS Kesehatan
untuk memperoleh
pelayanan 63 63,6 35 354 98 99 1 1 0 0 1 1 99 100
kesehatan BPJS
Kesehatan  sesuai
dengan kebutuhan
kesehatan
Kesulitan mencari
fasilitas  kesehatan
yang Dbekerjasama
dengan BPJS
Kesehatan  untuk 3 3 6 6,1 9 91 56 56,6 34 34,3 90 90,9 99 100
memperoleh
pelayanan
kesehatan BPJS
Kesehatan
Kepemilikan
transportasi pribadi
atau adanya
angkutan umum
untuk menuju
fasilitas  kesehatan
yang bekerjasama 50 50,5 44 444 94 949 2 2 3 3 5 5 99 100
dengan BPJS
Kesehatan  untuk
memperoleh
pelayanan
kesehatan BPJS
Kesehatan
Adanya dukungan
keluarga untuk
menjadi peserta
RIS Kesehawn g yss a1 413 86 869 10 101 3 3 13 131 99 100
an menggunakan
pelayanan
kesehatan BPJS
Kesehatan
Memiliki
penghasilan  yang
cukup untuk g 505 43 434 93 935 5 51 1 19 6 61 99 100
pembayar iuran
premi BPJS
Kesehatan
Tidak pernah
mentaati ketentuan
BPJS Kesehatan
untuk memperoleh 0 0 9 91 9 91 57 57,6 33 33,3 90 90,9 99 100
pelayanan
kesehatan BPJS
Kesehatan
Selalu  melakukan
pemeriksaan
kesehatan dengan 63 63,6 34 34,3 97 979 1 1 1 1 2 2 99 100
kartu BPJS
Kesehatan
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Tabel 10. Distribusi Responden Berdasarkan Indikator Setiap Sub Variabel Kepesertaan BPJS

Kesehatan
Tanggapan Responden
Indikator Ya Tidak  Total
f % f % N %
Keputusan menjadi peserta BPJS Kesehatan karena kebutuhan 9 90, 9, 9 10
kesehatan 0 9 9 1 9 0
9 91, 8 9 10
Tindakan proses pendaftaran peserta BPJS Kesehatan secara mandiri 1 9 § 1 9 0
Kepemilikan kartu identitas peserta sebagai bukti kepesertaan BPJS 9 9 10
Kesehatan 7 98 2 2 9 0
9 9 10
Pembayaran iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan kelas premi 7 98 2 2 9 0
1 14, 8 9 10
Jarang membayar iuran premi BPJS Kesehatan secara berkala 4 1 5 8 9 0

Tabel 9. Distribusi Responden Berdasarkan
Kategori Akses Pelayanan Kesehatan

Kategori Jumlah Total

F % N %
Mudah 77 77,8 99 100,0
Cukup Mudah 20 20,2 99 100,0
Sulit 2 2,0 99  100,0

Tabel 11. Kategori Responden Berdasarkan
Kategori Kepesertaan BPJS Kesehatan

. Jumlah Total
Kategori
f % N %
Aktif 92 92,9 99 100,0
Pasif 7 7,1 99 100,0

Tabel 12. Hasil Analisis Korelasi Cramer’s V

antara Kebutuhan Kesehatan dengan
Kepesertaan BPJS Kesehatan
Approximate
Value Significance
Ib\;"mmal o . 0693 0,000
Nominal V 0,693 0,000
N of Valid Cases 99

kebutuhan kesehatan.
Hasil analisis korelasi Cramer’'s V antara
kebutuhan kesehatan dengan kepesertaan BPJS
Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 12.
Berdasarkan hasil analisis korelasi
Cramer’s V pada Tabel 12 dapat diketahui
bahwa nilai probabilitas signifikansi (approximate
significance) menyatakan hubungan sebesar 0,000
(0,000 < 0,05) yang menunjukkan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara

berdasarkan variabel

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Logistik Biner
Sederhana antara Kebutuhan Kesehatan dengan
Kepesertaan BPJS Kesehatan

RZ
E
Variabel B Sig. P (Nagelker
(B)
ke)
Kebutuh
an 291 0,00 18,44
Kesehata 5 0 5
n 0,469
Constant 3,36 0,02 0,034
9

kebutuhan kesehatan dengan kepesertaan BPJS
Kesehatan. Besar koefisien korelasi Cramer’s V
menyatakan kekuatan hubungan sebesar 0,693
0,693 > 0,5 yang menunjukkan bahwa
terdapat hubungan yang kuat antara kebutuhan
kesehatan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Tanda  koefisien korelasi Cramer’s V
menyatakan arah hubungan memiliki nilai yang
bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa
terdapat hubungan yang
kebutuhan kesehatan dengan kepesertaan BPJS

searah  antara

Kesehatan.

Hasil analisis regresi logistik biner sederhana

antara kebutuhan kesehatan dengan kepesertaan

BPJS Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 13.
Berdasarkan hasil analisis regresi logistik

biner sederhana pada Tabel 13 dapat diperoleh

persamaan regresi sebagai berikut:

Y=a+bX,
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Y =-3,369 + 2,915X1

Pada persamaan hasil analisis regresi
logistik biner sederhana dapat diketahui bahwa
nilai konstanta (a) sebesar -3,369. Hal ini
menunjukkan bahwa apabila masyarakat tidak
memiliki kebutuhan kesehatan (bernilai 0),
kepesertaan BPJS  Kesehatan di
Kecamatan Klojen Kota Malang akan menurun
sebesar 3,369.

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik

maka

biner sederhana pada Tabel 13 dapat diketahui
bahwa nilai Exp (B) menyatakan besar
peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan
sebesar 18,445. Hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat yang memiliki kebutuhan kesehatan
tinggi dapat meningkatkan kepesertaan BPJS
Kesehatan 18,445 kali lebih besar daripada
masyarakat yang memiliki kebutuhan kesehatan
rendah.

Nilai R?  (Nagelkerke)
seberapa besar kemampuan variabel kebutuhan

menyatakan

kesehatan dalam mempengaruhi variabel
kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 0,469. Hal
ini menunjukkan bahwa kebutuhan kesehatan
memiliki kontribusi sebesar 46,9% terhadap
kepesertaan BPJS Kesehatan.
Berdasarkan persamaan regresi logistik
yang dihasilkan,
probabilitas  kepesertaan

biner sederhana dapat
diketahui BPJS
Kesehatan berdasarkan kebutuhan kesehatan.
Apabila kebutuhan
kesehatan yang maka probabilitas

masyarakat memiliki
tinggi,
kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan
Klojen Kota Malang dapat dihitung dengan
rumus berikut :
Y =-3,369 + 2,915X1
Y =-3,369 +2,915(1)
Y =-0,454

1
P=1+s-"

1
P =14g04%

1
P =2575

P =0,388
P =38,8%

Tabel 14. Hasil Analisis Korelasi Cramer’s V
antara Akses Pelayanan Kesehatan dengan
Kepesertaan BPJS Kesehatan

Val Approximate
alue

Significance
g}ommal gllla o 0597 0,000
Nominal V 0,597 0,000
N of Valid Cases 99

Sehingga dapat diketahui bahwa apabila
masyarakat memiliki kebutuhan kesehatan yang
tinggi, maka kemungkinan masyarakat di
Kecamatan Klojen Kota Malang untuk menjadi
peserta BPJS Kesehatan adalah sebesar 38,8%.
Hubungan Akses Pelayanan Kesehatan dengan
Kepesertaan BPJS Kesehatan

Hubungan antara akses
kesehatan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan
diuji menggunakan uji korelasi Cramer’s V

pelayanan

untuk menguji hubungan, mengukur kekuatan
hubungan, dan mengetahui arah hubungan,
serta uji regresi logistik biner sederhana untuk

memodelkan hubungan dan memprediksi
variabel kepesertaan BPJS Kesehatan
berdasarkan  variabel = akses  pelayanan

kesehatan. Hasil analisis korelasi Cramer’s V
antara akses pelayanan kesehatan dengan
Kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dilihat pada
Tabel 14.

Berdasarkan hasil analisis korelasi
Cramer’s V pada Tabel 14 dapat diketahui
bahwa nilai probabilitas signifikansi
(approximate significance) menyatakan
hubungan sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) yang
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara akses pelayanan kesehatan
dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Besar
koefisien Korelasi Cramer’s V menyatakan
kekuatan hubungan sebesar 0,597 (0,597 > 0,5)
yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan
yang kuat antara akses pelayanan kesehatan
dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Tanda
koefisien korelasi Cramer’s V menyatakan arah
hubungan memiliki nilai yang bertanda positif,
hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan
yang searah antara akses pelayanan kesehatan
dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.
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Tabel 15. Hasil Analisis Regresi Logistik Biner
Sederhana antara Akses Pelayanan Kesehatan
dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan

2
Variabel B Sig. Exp (Nagelkerk
®

Akses
Pelayana 333 0,00 28,00

2 2 0
Kesehata 0,443
n
Constant 5,41 0,01 0,004

9
2
Hasil analisis regresi logistik biner

sederhana antara akses pelayanan kesehatan
dengan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat
dilihat pada Tabel 15.

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik
biner sederhana pada Tabel 15 dapat diperoleh
persamaan regresi sebagai berikut
Y=a+ bX,

Y =-5,412 + 3,332X2

Pada persamaan hasil analisis regresi
logistik biner sederhana dapat diketahui bahwa
nilai konstanta (a) sebesar -5,412. Hal ini
menunjukkan bahwa apabila masyarakat tidak
memiliki akses pelayanan kesehatan BPJS
Kesehatan (bernilai 0), maka kepesertaan BPJS
Kesehatan di
regresi Kecamatan Klojen Kota Malang akan

Pada persamaan hasil analisis

menurun sebesar 5,412.

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik
biner sederhana pada Tabel 15 dapat diketahui
bahwa nilai Exp (B) menyatakan besar
peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan
sebesar 28,000. Hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat yang memiliki akses pelayanan
kesehatan BPJS Kesehatan yang mudah dapat
meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan
28,000 kali lebih besar daripada masyarakat
yang memiliki akses pelayanan kesehatan BPJS
Kesehatan yang sulit. Nilai R? (Nagelkerke)
menyatakan  seberapa
pelayanan kesehatan dalam
variabel kepesertaan BPJS

besar kemampuan
variabel akses
mempengaruhi
Kesehatan sebesar 0,443. Hal ini menunjukkan

bahwa akses pelayanan kesehatan memiliki

kontribusi sebesar 44,3% terhadap kepesertaan
BPJS Kesehatan.
Berdasarkan persamaan regresi logistik

biner sederhana yang dihasilkan, dapat
diketahui  probabilitas  kepesertaan = BPJS
Kesehatan  berdasarkan akses pelayanan

kesehatan. Apabila masyarakat memiliki akses
pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan yang
mudah, maka probabilitas kepesertaan BPJS
Kesehatan di Kecamatan Klojen Kota Malang
dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Y =-5,412 + 3,332X2

Y =-5,412 + 3,332(1)

Y =-2,08
1
P =1+e-¥
-1
P =14s%"E
1
P =59,0045
P=0,111
P=11,1%

Sehingga dapat diketahui bahwa apabila
masyarakat memiliki akses pelayanan kesehatan
BPJS Kesehatan yang mudah,
kemungkinan masyarakat di Kecamatan Klojen

maka

Kota Malang untuk menjadi peserta BPJS
Kesehatan adalah sebesar 11,1%.

Hubungan Kebutuhan Kesehatan dan Akses
Pelayanan Kesehatan dengan Kepesertaan
BPJS Kesehatan secara Bersama-sama
Hubungan antara kebutuhan kesehatan
akses kesehatan  dengan
kepesertaan BPJS Kesehatan secara bersama-
sama diuji menggunakan uji regresi logistik

dan pelayanan

biner berganda wuntuk menguji hubungan,
memodelkan hubungan, dan memprediksi
BPJS Kesehatan
berdasarkan variabel kebutuhan kesehatan dan
Hasil
analisis regresi logistik biner berganda antara
kebutuhan kesehatan dan akses pelayanan
kesehatan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan
secara bersama-sama dapat dilihat pada Tabel
16.

variabel kepesertaan

variabel akses pelayanan kesehatan.
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Tabel 16. Hasil Analisis Regresi Logistik Biner Berganda antara Kebutuhan Kesehatan dan Akses
Pelayanan Kesehatan dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan secara Bersama-sama

R? Chi Square Chi  Square
Variabel B Sig. OR (Nagelkerke) (X?) Hitung (X?) Tabel
Simultan (a=0,05 df=2)
Kebutuhan 3,059 0,005 21,305
Akses 3,757 0,009 42,803 0,737 34,569 5,991
Constant -12,961 0,006 0,000

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik
biner berganda pada Tabel 16 dapat diketahui
bahwa nilai X? hitung simultan (34,569) = X2
tabel (5,991) pada taraf signifikansi 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara kebutuhan kesehatan dan
akses pelayanan kesehatan dengan kepesertaan
BPJS Kesehatan secara bersama-sama pada
tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil
analisis regresi logistik biner berganda pada
Tabel 16 dapat diperoleh persamaan regresi
sebagai berikut:

Y =a+blX1 +b2X2
Y =-12,961 + 3,059X1 + 3,757X2

Pada persamaan hasil analisis regresi
logistik biner berganda dapat diketahui bahwa
-12,961. Hal ini
menunjukkan bahwa apabila masyarakat tidak
memiliki kebutuhan kesehatan dan akses

nilai konstanta (a) sebesar

pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan (bernilai
0), maka kepesertaan BPJS Kesehatan di
Kecamatan Klojen Kota Malang akan menurun
sebesar 12,961.

Nilai R?  (Nagelkerke) menyatakan
seberapa besar kemampuan variabel kebutuhan
kesehatan dan variabel akses pelayanan
kesehatan dalam mempengaruhi variabel
kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 0,737. Hal
ini menunjukkan bahwa kebutuhan kesehatan
dan akses pelayanan kesehatan memiliki
kontribusi sebesar 73,7% terhadap kepesertaan
BPJS Kesehatan. Sedangkan, sisanya 26,3%
(100%-73,7% = 26,3%) dijelaskan oleh variabel
lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan persamaan regresi logistik
biner berganda yang dihasilkan, dapat diketahui
probabilitas  kepesertaan BPJS Kesehatan
berdasarkan kebutuhan kesehatan dan akses
pelayanan kesehatan. Apabila masyarakat

memiliki kebutuhan kesehatan yang tinggi dan

akses pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan
yang mudah, maka probabilitas kepesertaan
BPJS Kesehatan di Kecamatan Klojen Kota
Malang dapat dihitung dengan rumus sebagai
berikut:

Y =-12,961 + 3,059X1 + 3,757X2

Y =-12,961 + 3,059(1) + 3,757(1)

Y =-6,145

1
P =14+e- ¥

_r

P =1+g51a%

1
P =467.38
P =0,0022
P =0,22%

Dengan demikian, dapat diketahui

bahwa apabila masyarakat memiliki kebutuhan
kesehatan yang tinggi dan akses pelayanan
kesehatan BPJS Kesehatan yang mudah, maka
kemungkinan masyarakat di Kecamatan Klojen
Kota Malang untuk menjadi peserta BPJS
Kesehatan adalah sebesar 0,22%.
PEMBAHASAN
Deskripsi Kebutuhan Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebesar 61,6% responden memiliki kebutuhan
kesehatan yang tinggi. Kebutuhan kesehatan
muncul karena adanya gangguan kesehatan
atau kesakitan yang dikeluhkan sendiri oleh
individu yang bersangkutan (Littik, 2008:54).
Adanya kebutuhan kesehatan sangat ditentukan
oleh adanya masalah kesehatan (Manurung,
2008:26). Namun, sebesar 7,1% responden
memiliki kebutuhan kesehatan yang rendah. Hal
ini disebabkan karena seseorang yang menderita
suatu penyakit namun tidak merasakan sakit
(disease but no illness), sehingga orang tersebut
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tidak akan untuk

bertindak terhadap penyakitnya yang berupa

mengambil keputusan

suatu bentuk perilaku dan usaha agar penyakit

dan masalah kesehatannya dapat diatasi
(Sadiah, 2012: 29).
Ditinjau  berdasarkan sub  variabel

persepsi kebutuhan (perceived need) terhadap
kesehatan, hasil penelitian menunjukkan sebesar
95,0% responden menyatakan bahwa kontrol
penyakit yang dilakukan dengan pengobatan
kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan dapat
menyembuhkan penyakit yang dideritanya.
(kontrol
seseorang

Treatment  control penyakit)

merupakan pendapat terhadap
penilaian manfaat pengobatan yang telah
dilakukan dalam menunjukkan perbaikan
kesehatan yang oleh
individu yang bersangkutan (Lorensia, dkk.,
2016:97). Pengobatan merupakan salah satu
usaha  untuk  menyembuhkan  penyakit
(Setyoningsih & Artaria, 2016:48). Menurut
hasil penelitian Sadiah (2012) menyatakan

bahwa seseorang yang sudah merasakan sakit

langsung dirasakan

dari penyakit yang dideritanya maka akan
muncul proses pengambilan keputusan untuk
bertindak guna mengatasi
kesehatannya. Tingkat keparahan penyakit yang

masalah

dirasakan oleh seseorang akan menimbulkan
kesadaran akan gejala penyakitnya, sehingga

mereka akan mencari pengobatan untuk
mengatasi masalah kesehatannya (Astuti,
2008:29).

Namun, pada sub variabel persepsi
kebutuhan (perceived need) terhadap kesehatan
pada penelitian ini, sebesar 33,3% responden
menyatakan tidak merasakan kecemasan
terhadap penyakit yang dideritanya. Sesuai
dengan hasil penelitian Bestari & Wati
(2016:51), menyatakan bahwa lansia yang

menderita penyakit kronis tidak merasakan

kecemasan. Hal ini disebabkan karena
kecemasan merupakan perasaan khawatir yang
disebabkan oleh berbagai peristiwa  yang

bersifat subjektif (Bestari & Wati, 2016:1).

Ditinjau
evaluasi kebutuhan (evaluated need) terhadap
kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebesar 98,0% responden menyatakan selalu

berdasarkan sub  variabel

mendapatkan diagnosis penyakit dari dokter
mengenai penyakit yang dideritanya. Menurut
Ilyas (2006 :37), evaluasi kebutuhan berupa
penilaian klinik terhadap tingkat penyakit dapat
dilihat dari diagnosis tenaga medis. Diagnosis
penyakit dari tenaga medis dapat diwujudkan
dalam suatu hasil pemeriksaan kesehatan

status kesehatan seseorang dan
kebutuhan kesehatannya terhadap pengobatan.
status
menimbulkan suatu kebutuhan kesehatan dan

beserta

Keadaan kesehatan seseorang akan

membuat seseorang mengambil keputusan
untuk mencari pertolongan atau tidak (Astuti,
2008:30). Namun, pada sub variabel evaluasi
kebutuhan (evaluated need) terhadap kesehatan
pada penelitian ini, sebesar 15,2% responden
menyatakan tidak pernah melakukan penilaian
klinis terhadap tingkat penyakit yang berupa
tindakan pemeriksaan kondisi penyakit ke
dokter untuk mengetahui keparahan penyakit
yang dideritanya. Seseorang yang mengalami
kondisi sakit atau menderita suatu penyakit
namun perilaku yang dilakukan justru tidak
bertindak apapun terhadap penyakitnya, hal ini
disebabkan karena kondisi tersebut tidak
mengganggu kehidupan sehari-harinya dan
mereka beranggapan bahwa tanpa bertindak
apapun, gejala penyakit yang dideritanya akan
lenyap dengan sendirinya (Zaluchu & Arma,
2010:22).
Deskripsi Akses Pelayanan Kesehatan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
77,8% responden memiliki
pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan yang
mudah. Akses pelayanan kesehatan yang

mudah akan mendukung seseorang untuk

sebesar akses

menggunakan pelayanan kesehatan tersebut
(Levesque, dkk., 2013:2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebesar 99,0% responden menyatakan perlu
menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk
memperoleh pelayanan kesehatan dari BPJS
dengan kebutuhan
kesehatannya. Menurut Glendenning-Napoli A,
dkk. (2012:269), menjelaskan
kemampuan menerima dalam akses pelayanan

Kesehatan sesuai
bahwa

kesehatan dapat dilihat dari penilaian individu
terhadap kesehatannya dan kemampuan mereka
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untuk menjaga kondisi kesehatannya dengan

tindakan intervensi kesehatan. Intervensi
kesehatan dapat diperoleh dari manfaat
pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. BPJS
Kesehatan ada dan hadir dengan program-
program bagi masyarakat yang menunjukkan
betapa pentingnya memiliki asuransi BPJS
Kesehatan (Anjelica, 2017:15). Hal ini akan
menjadi alasan yang mendorong pemikiran dan
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
penggunaan BPJS Kesehatan dan menjadi
peserta BPJS Kesehatan (Anjelica, 2017:15).

13,1%

tidak mendapatkan dukungan

Namun, sebesar responden
menyatakan
keluarga untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan
dan menggunakan pelayanan kesehatan dari
BPJS Kesehatan.

merupakan faktor pendorong atau penguat

Dukungan  keluarga
terhadap timbulnya sikap dan niat seseorang
untuk ikut serta dalam program BPJS
Kesehatan (Pangestika, dkk., 2017:47). Sesuai
dengan hasil penelitian Pangestika, dkk.
(2017:47), menyatakan bahwa masyarakat yang
memiliki dukungan keluarga kemungkinan
besar mengikuti BPJS Kesehatan secara mandiri
dan masyarakat yang tidak memiliki dukungan
keluarga cenderung tidak mengikuti BPJS
Kesehatan secara mandiri. Adanya dukungan
baik secara moril dan materil menunjukkan
bahwa keluarga responden sangat peduli dan
memperhatikan kondisi kesehatan anggota
untuk
mendukung keikutsertaan dalam program BPJS
Kesehatan (Panges tika, dkk., 2017:47).

Deskripsi Kepesertaan
Kesehatan

keluarganya  sehingga  cenderung

BPJS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebesar 92,9% responden memiliki kepesertaan
Non PBI Mandiri BPJS Kesehatan secara aktif.
Kepesertaan masyarakat dalam program JKN
BPJS Kesehatan didefinisikan sebagai hasil dari
bentuk adanya perubahan perilaku masyarakat
terhadap kesehatan (Widhiastuti, 2015:11).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebesar 98,0% responden menyatakan memiliki
kartu identitas peserta BPJS Kesehatan sebagai
bukti kepesertaan BPJS Kesehatan. Setiap
peserta yang telah terdaftar di BPJS Kesehatan

berhak mendapatkan identitas peserta yang
merupakan identitas tunggal peserta BPJS
Kesehatan (Putri, 2014:51). Kartu identitas
peserta BPJS Kesehatan mencantumkan nomor
identitas tunggal peserta BPJS Kesehatan yang

diperoleh sebagai hak peserta dari BPJS
Kesehatan (Permenkes RI Nomor 28 Tahun
2014).

Hasil penelitian juga menunjukkan

bahwa sebesar 98,0% responden menyatakan
melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan
sesuai dengan kelas premi BPJS Kesehatan.
Pembayaran iuran BPJS Kesehatan merupakan
salah satu kewajiban peserta BPJS Kesehatan
(Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2014). Setiap
peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran
sesuai dengan kelas premi BPJS Kesehatan.

14,1%
menyatakan jarang membayar iuran premi
BPJS Kesehatan secara berkala. Banyak peserta
Non PBI Mandiri BPJS Kesehatan terutama
peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)
yang tidak konsisten dalam melakukan
pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan
(Bappenas, 2015:41). Hal ini dapat disebabkan
karena

Namun, sebesar responden

rendahnya pengetahuan masyarakat
mengenai pentingnya pembayaran iuran premi
BPJS Kesehatan secara berkala (Bappenas,
2015:41). Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat
wajib dan mengikat dengan membayar iuran
secara berkala selama seumur hidup (UU RI No
40 Tahun 2004). Kepesertaan BPJS Kesehatan
berlaku selama peserta membayar iuran premi
BPJS Kesehatan (Rosmanely, 2018:22). Apabila
peserta tidak membayar iuran, maka status
kepesertaannya akan hilang (Rosmanely,
2018:22). Peserta yang memiliki tunggakan
iuran premi BPJS Kesehatan, pemulihan status
kepesertaan dapat dilakukan dengan membayar
iuran bulan berjalan disertai seluruh tunggakan
iuran beserta seluruh denda.
Hubungan Kebutuhan Kesehatan dengan
Kepesertaan BPJS Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian
dapat diketahui bahwa kebutuhan kesehatan
memiliki hubungan yang signifikan dengan
kepesertaan BPJS Kesehatan dengan nilai

signifikansi sebesar 0,000 (0,000 < 0,05).
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Sesuai dengan hasil penelitian Ariska,
dkk. (2016:1) menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara kebutuhan
dengan permintaan masyarakat terhadap
kepesertaan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Kesadaran dari dalam diri seseorang untuk
berasuransi kesehatan dipengaruhi oleh faktor
kebutuhan (Sakinah, dkk., 2014:244). Dimana
masyarakat yang membutuhkan Jaminan
Kesehatan Nasional didasari dengan adanya
kebutuhan akan kesehatan sehingga dapat
digunakan untuk berobat ketika sakit karena
adanya anggota keluarga yang memiliki risiko
sakit (Ariska, dkk., 2016:7).

Risiko sakit merupakan suatu peristiwa
yang tidak pasti (Sakinah, dkk., 2014:243).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Sakinah, dkk. (2014:252) menjelaskan bahwa
risiko sakit akan mempengaruhi kesadaran
seseorang dalam berasuransi kesehatan. Sejalan
dengan hasil penelitian di Malaysia oleh Bakar,
dkk. (2012:1) menjelaskan bahwa terdapat
hubungan antara risiko kesehatan dengan
permintaan asuransi kesehatan secara mandiri.

Menurut hasil penelitian Rismawati, dkk.
(2017:7) menjelaskan bahwa persepsi atas risiko
penyakit membuat masyarakat memiliki
kebutuhan kesehatan yang mendorong tindakan
untuk ikut serta dalam program BPJS
Kesehatan dengan mendaftarkan diri menjadi
peserta BPJS Kesehatan dan membayar iuran
BPJS Kesehatan secara mandiri. Seseorang
yang memiliki sikap penghindar risiko (risk
averter) akan berusaha untuk menghindari atau
mengurangi risiko yang mungkin terjadi pada
dirinya. Apabila seluruh masyarakat memiliki
sikap penghindar risiko, maka permintaan
terhadap asuransi kesehatan akan meningkat
(Rismawati, dkk., 2017:8). Sesuai dengan hasil
penelitian Tiaraningrum (2014:15) menjelaskan
bahwa masyarakat yang ikut serta dalam
program JKN BPJS Kesehatan bertujuan untuk
mengantisipasi terjadinya kondisi sakit atau
penyakit pada dirinya.

Adanya tingkat atau derajat penyakit
yang dirasakan seseorang semakin berat, maka
kebutuhan kesehatan seseorang juga akan

meningkat karena membutuhkan kesembuhan

dari penyakit yang dideritanya (Rumengan,
dkk., 2015:95). Berdasarkan hasil penelitian
Prasetyo (2016:85) menjelaskan bahwa semakin
banyak individu yang terserang penyakit, maka
semakin tinggi pula tindakan individu untuk
mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS
Kesehatan. Didukung dengan hasil penelitian di
Ghana oleh Sekyere & Chiaraah (2014:32)
menunjukkan bahwa kondisi sakit memiliki
hubungan yang positif dengan permintaan
asuransi kesehatan.

Status
konsep

kesehatan merupakan suatu
sakit yang

mempengaruhi seseorang dalam mewujudkan

sehat dan dapat
pentingnya asuransi kesehatan (Surya & Yunita,
2017:5). Status kesehatan merupakan faktor
yang paling dominan terkait dengan partisipasi
masyarakat untuk menjadi peserta program
JKN BPJS Kesehatan secara mandiri (Surya &
Yunita, 2017:5). Berdasarkan hasil penelitian
Surya & Yunita (2017:5) menyatakan bahwa
status kesehatan yang buruk memiliki pengaruh
positif terhadap kepesertaan dalam program
JKN BPJS Kesehatan. Dimana masyarakat
dengan status kesehatan yang buruk memiliki
kemungkinan 173 kali lebih besar untuk
berpartisipasi dalam kepesertaan JKIN BPJS
Kesehatan secara mandiri dibandingkan dengan
masyarakat yang memiliki status kesehatan
yang baik. Didukung dengan hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh Kotoh, dkk.
(2018:447) menyatakan bahwa masyarakat yang
memiliki status kesehatan yang buruk akan
melakukan pendaftaran dan pembaharuan
terhadap status kepesertaan asuransi kesehatan
nasional.
Hubungan Akses Pelayanan Kesehatan dengan
Kepesertaan BPJS Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian
dapat diketahui pelayanan
kesehatan memiliki hubungan yang signifikan

bahwa akses
dengan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan
nilai signifikansi sebesar 0,000 (0,000 < 0,05).
Sesuai dengan hasil penelitian Rismawati, dkk.
(2017:6) menjelaskan bahwa akses pelayanan
kesehatan memiliki hubungan yang signifikan
dengan kepesertaan BPJS Kesehatan secara
mandiri. Sejalan dengan hasil penelitian Susilo
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(2015:1)
hubungan

menunjukkan ~ bahwa

yang
pelayanan kesehatan dengan Kepesertaan BPJS
Kesehatan Mandiri. Didukung dengan hasil
penelitian Ariska, dkk. (2016:5) menyatakan
bahwa terdapat hubungan yang

terdapat

signifikan antara akses

signifikan
antara akses pelayanan kesehatan dengan
permintaan masyarakat terhadap kepesertaan
pada Jaminan Kesehatan Nasional. Menurut
Laksono, dkk. (2016:

kesehatan

18), akses pelayanan
dapat mempengaruhi
jaminan  kesehatan.

cakupan
Akses
pelayanan kesehatan merupakan prasyarat

kepemilikan

keberhasilan implementasi kebijakan Jaminan
Kesehatan Nasional di Indonesia, yaitu dalam
hal perluasan masyarakat untuk menjadi peserta
BPJS Kesehatan (Laksono, dkk., 2016:5). Oleh
karena itu, program JKN BPJS Kesehatan
meningkatkan kemudahan akses pelayanan
kesehatan. Dengan adanya kemudahan akses
pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan akan
mendukung masyarakat untuk menjadi peserta
BPJS Kesehatan. Sesuai dengan hasil penelitian
Jehu Appiah, dkk. (2012:226) di Ghana,
menjelaskan bahwa keikutsertaan masyarakat

dalam  asuransi  kesehatan dan tetap
mempertahankan keputusannya untuk menjadi
peserta secara sukarela dipengaruhi oleh

kemudahan akses pelayanan kesehatan.
Hubungan Kebutuhan Kesehatan dan Akses
Pelayanan Kesehatan dengan Kepesertaan
BPJS Kesehatan secara Bersama-sama

Berdasarkan hasil analisis data penelitian
dapat diketahui bahwa kebutuhan kesehatan
dan akses pelayanan kesehatan memiliki
hubungan yang signifikan dengan kepesertaan
BPJS Kesehatan secara bersama-sama dengan
nilai X? hitung simultan sebesar 34,569 (34,569
=5,991).

Sesuai dengan hasil penelitian Ariska,
dkk. (2016:1) menyatakan bahwa kebutuhan
kesehatan dan akses pelayanan kesehatan
memiliki hubungan yang signifikan dengan
demand (permintaan) masyarakat terhadap
kepesertaan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Kepesertaan masyarakat dalam program JKIN
BPJS Kesehatan didefinisikan sebagai hasil dari

bentuk adanya perubahan perilaku masyarakat

terhadap kesehatan (Widhiastuti, 2015:11).
Selain itu, teori Andersen & Newman (1973:14)

menjelaskan ~ bahwa faktor  kebutuhan
merupakan  faktor yang mempengaruhi
terjadinya perilaku kesehatan dan akses

pelayanan kesehatan merupakan faktor yang
mendukung terjadinya perilaku kesehatan pada
diri seseorang.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebesar 61,6% masyarakat di Kecamatan Klojen
Kota Malang memiliki kebutuhan kesehatan
yang tinggi, sebesar 77,8% masyarakat di
Kecamatan Klojen Kota Malang memiliki akses
pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan yang
mudah, sebesar 92,9%  masyarakat di
Kecamatan Klojen Kota Malang memiliki
kepesertaan Non PBI Mandiri BPJS Kesehatan
secara aktif, terdapat hubungan yang signifikan
antara kebutuhan kesehatan dengan kepesertaan
BPJS Kesehatan di Kecamatan Klojen Kota
Malang, terdapat hubungan yang signifikan
antara akses pelayanan kesehatan dengan
kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan
Klojen Kota Malang, dan terdapat hubungan
yang signifikan antara kebutuhan kesehatan dan
akses pelayanan kesehatan dengan kepesertaan
BPJS Kesehatan
Kecamatan Klojen Kota Malang.

secara bersama-sama di

Masyarakat di Kecamatan Klojen Kota
Malang perlu meningkatkan persepsi kebutuhan
kesehatan melalui kesadaran akan kondisi
kesehatan dan evaluasi kebutuhan kesehatan
melalui tindakan pemeriksaan kesehatan, serta
meningkatkan dukungan sosial kepada seluruh
anggota keluarganya untuk ikut serta dalam
kepesertaan BPJS Kesehatan; BPJS Kesehatan
Kantor Cabang Malang diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui
program  sosialisasi mengenai pentingnya
pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan secara
berkala kepada seluruh Peserta Non  PBI
Mandiri BPJS Kesehatan; serta peneliti
selanjutnya diharapkan untuk meneliti faktor-
faktor lain yang dapat

kepesertaan BPJS Kesehatan.

mempengaruhi
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